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Pada bab ini terdiri dari tujuh bagian, yaitu: latar belakang masalah yang

nbuaw buede

=}

1!@2—91@@1%
§|||!Lu el

as alasan pemilihan judul beserta topik pembahasan yang menarik untuk dibahas

mpenelitian ini. Dalam latar belakang masalah ditampilkan pula penjelasan mengenai

qgs dn
59 19

uelbe

aQ
6ugpu

peétmasalah dari teori-teori sebelumnya. Kedua, identifikasi masalah menjelaskan dan

neje
nm%u)

Ny
uepsg;m
o
=
a

um permasalahan apa saja yang mungkin timbul dalam topik penelitian ini.

‘batasan penelitian berisi batasan atas objek penelitian, waktu, serta variabel yang

Liusi

b

tig

o
68epu
1ewiojuElep

n diteliti.

Keempat, rumusan masalah yang merupakan rumusan dari identifikasi masalah

duey 1ul siny efJey

<

ang ada. Rumusan masalah merupakan fokus utama dalam penelitian ini, dimana di
=

uguw e

ol

alamnaya terdapat pertanyaan yang nantinya akan dijawab setelah penelitian ini selesai
=

Q
ilakulgan. Kelima, tujuan penelitian, penelitian ini diharapkan mampu menjawab

D
ertanyaan pertanyaan yang disampaikan pada identifikasi masalah yang dijelaskan

pyexuwinues

oWl ue

sebelumnya. Keenam, tujuan penelitian merupakan penjabaran mengapa peneliti

=
elakllkan penelitian ini atau jawaban mengenai mengapa penelitian ini dilaksanakan.

%aAu

ueyIn

-
Ketujﬁq, manfaat penelitian. Peneliti berharap penelitian ini akan memberikan manfaat
=)

agi lg;lyak pihak, khususnya bagi para pembaca dan peneliti sendiri.
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A. Latar Belakang Masalah
2
o
= Pembangunan nasional pada berbagai sektor dilakukan secara terus-menerus demi
]
memajukan kesejahteraan umum seluruh masyarakat Indonesia.
]

Pemb?gunan-pembangunan tersebut tentu memerlukan biaya dalam jumlah yang besar

untuk&erealisasikannya. Penerimaan pajak hadir sebagai salah satu komponen pendapatan

== 1

D uenj
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yang digunakan untuk membiayai setiap belanja negara, termasuk untuk membiayai

pembéﬁgunan nasional. Menurut Rochmat Soemitro. dalam Sihombing dan Sibagariang

—_ -

E[2020T7paj ak merupakan iuran rakyat kepada negara tanpa adanya kontraprestasi langsung,

Bdldasafkan pada undang-undang serta dapat dipaksakan, yang dipergunakan untuk
3 =

o L

2menu tupl pengeluaran umum. Sementara itu, menurut Soeparman Soemahamidjaya dalam
= O

==

éSlgombmg dan Sibagariang [2020], pajak merupakan iuran wajib bagi masyarakat yang
gdlﬁungut oleh penguasa, baik dalam bentuk uang maupun barang, sesuai dengan norma
o 2 2

Qthujl‘(un‘f yang berlaku agar biaya produksi barang dan jasa dapat tertutupi demi mencapai
5 5

“kesej ahteraan rakyat.

~5 2

g5 3

53 5

c o Pajak memiliki dua fungsi utama, yaitu fungsi budgetair (anggaran) dan fungsi
@ 3

freguleztend (mengatur). , fungsi budgetair berarti pajak berfungsi sebagai sumber

| e

pendagaan yang digunakan pemerintah untuk membiayai pengeluaran suatu negara
=
semenﬁra fungsi regulerend berarti pajak menjadi alat yang digunakan dalam pengaturan

ueouaw edue

tau p‘qlaksanaan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang ekonomi dan sosial (Mardiasmo,

P UE&LUH],

S

018). fungsi regulerend berarti pajak merupakan alat yang digunakan untuk mencapai

Adswi

ujuaf}f tertentu selain bidang keuangan serta kebanyakan ditujukan untuk sektor swasta.

Zulviia dkk, 2017)

‘laquins UE/}QDC}B

j Dalam postur APBN, penerimaan pajak konsisten dijadikan sebagai sumber
penerimaan terbesar setiap tahunnya. Hal ini berarti penerimaan pajak merupakan
komponen penting yang diandalkan untuk menopang perekonomian negara. Kendati
demil;ian, penerimaan pajak untuk beberapa tahun terakhir dalam realisasinya belum
berhagl mencapai target yang telah ditentukan. Realisasi penerimaan pajak berhasil

mencapai target terakhir kali pada tahun 2008 yaitu sebesar 106,7%. Realisasi penerimaan

pajakil%onsisten mengalami pertumbuhan positif setiap tahunnya selama lima tahun

2
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terakhir. Namun, persentase capaian penerimaan pajak pada tahun 2019 mengalami

penurilhan dibandingkan dengan persentase capaian penerimaan pajak tahun sebelumnya,

S/altu darl 92,23% ke 84,44% atau sebesar Rp1.332,06 triliun. Pada tahun 2020, capaian

penerlmaan pajak kembali meningkat sebanyak 4,81% dibandingkan tahun sebelumnya.

buedeyl

am llma tahun terakhir, capaian penerimaan pajak hanya berada pada kisaran 81,60%

pal 92 23%.

auwl
%H

as dnn

sa

1!G§1d'3

Kepatuhan Wajib Pajak (WP) menjadi faktor penting dalam merealisasikan target

injes neje ueibeq
6@pun 16unpul
1 3IN3IISuUj

erlmaan pajak yang telah ditentukan. Hal ini karena digunakannya sistem perpajakan

a géssment dalam pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan wajib pajak di Indonesia

c(,ns) eAdey yn
% BUE%Q—

5
alé"K etentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) dalam Undang-Undang
5

epubilk Indonesia Nomor 28 Tahun 2007. Sistem ini bergantung pada kepatuhan dan

qu| SN

part1s1§a51 aktif dari wajib pajak dengan memberikan kepercayaan kepada wajib pajak
=
untuk ﬁlemenuhi kewajiban perpajakannya secara mandiri yaitu menghitung, menyetorkan,

pouaW pdue

an ni@“laporkan sendiri besarnya pajak yang terutang. wajib pajak adalah orang pribadi

p UE&UH],U

“atau badan yang memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai ketentuan perpajakan

oW U

Q(Sihogbing dan Sibagariang, 2020). Wajib pajak memiliki empat kewajiban perpajakan
ehputl kewajiban melakukan pendaftaran diri, kewajiban pembayaran, pemotongan atau
emufigutan, dan pelaporan pajak, kewajiban terkait pemeriksaan, serta kewajiban untuk

“memberikan data (Lathifa, 2019).

+1aqns ue nga

Namun, penggunaan sistem self assessment ini belum memberikan kesadaran bagi
wajib=pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya yang kemudian berdampak
pada ﬁﬂak optimalnya penerimaan negara. Berdasarkan Laporan Kinerja DJP tahun 2020,

jumlalEWP yang menyampaikan SPT Tahunan meliputi SPT 1771 dan SPT 17718$ oleh
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Badan serta SPT 1770, 1770S, dan 1770SS oleh Orang Pribadi masih lebih

rendafrdibandingkan jumlah wajib pajak Terdaftar Wajib SPT Tahunan Pajak Penghasilan

H{PPh glaitu sejumlah 14.754.855 SPT atau sekitar 77,63% dari 19 juta wajib pajak
) J ]

eJe

jTerdaﬁar Wajib SPT Tahunan PPh. Jumlah tersebut diketahui masih berada di bawah target

b

lah SPT yang disampaikan oleh wajib pajak Terdaftar Wajib SPT Tahunan PPh yaitu

mlah 15.205.435 SPT atau sekitar 80% sehingga masih ada kekurangan sebanyak

e

ju

nbusw

as dn

q
!G%ld!a

S

850 SPT untuk mencapai target yang telah ditetapkan tersebut.

™

Tldak tercapainya target penyampaian SPT oleh WP Terdaftar Wajib SPT

yndnyas neje uiﬁe

=

buefln-buepun !Bun@ ]

ujugp

unan PPh pada tahun 2020 menggambarkan bahwa kepatuhan WP yang diukur dari

[¢)]

laksa'haan penyampaian SPT Tahunan PPh masih rendah sehingga penerimaan negara

ari séktor perpajakan masih belum optimal. Berdasarkan Laporan Kinerja Direktorat

dUEb‘Ul SH} elie
w

e
p

3Jender’gl Pajak (2020), penyebab rendahnya kepatuhan WP adalah terjadinya pandemi

QU9

gCOVI§-19 pada tahun 2020 yang menyebabkan adanya pembatasan layanan tatap muka

%secara"‘ langsung di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama sedangkan dalam
5
gmelaksanakan kewajiban menyampaikan SPT Tahunan PPh, WP dinilai masih sangat

Ausuw

berga:aung pada konsultasi secara langsung.

N}

Salah satu upaya yang dilakukan oleh Kantor Pajak Pratama Tanjung Priok dalam

14pquuns uexinga

payarpenggahan potensi pajak yaitu melalui kegiatan penerbitan surat himbauan atau
surat permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan (SP2DK) kepada wajib pajak
yang [diduga memiliki potensi pajak namun belum dilaporkan secara benar. Peraturan
DirjensPajak PER-170/PJ/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Konseling terhadap Wajib
Pajakﬁebagai Tindak Lanjut Surat Himbauan dinyatakan tidak berlaku lagi dan digantikan
dengam Surat Edaran Dirjen Pajak SE-39/PJ/2015 tentang Pengawasan Wajib Pajak Dalam

Bentui Permintaan Penjelasan Atas Data dan/atau Keterangan Dan Kunjungan (Visit)

4
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Kepada Wajib Pajak yang berlaku efektif pada tanggal 1 Juni 2015. Akibat dari adanya

upayd penggahan potensi ini, banyak ditemukan wajib pajak yang memperoleh surat

—_ —_

Clllmbalygan atau SP2DK berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh aparat pajak

eJe)l

3,

dalam ihal ini Account Representative (AR).

3. 3
© 2 Beberapa hal yang menyebabkan wajib pajak memperoleh surat himbauan atau
o 9
38]?2DK diantaranya yaitu ditemukan data mengenai harta yang dimiliki oleh wajib pajak

n@e UEI
nEpunp

g s;elama ini tidak pernah dilaporkan dalam SPT Tahunan PPh Orang Pribadi dan

nya pertambahan nilai bangunan akibat adanya pembangunan yang cukup signifikan

n)es

ca

-b&epu

ey ynJ
@dﬂ

ngga berpotensi terutang PPN atas kegiatan membangun sendiri. Oleh karena itu dalam

] eAd
% bue

lak@nakan kegiatan penerbitan surat himbauan atau SP2DK,Kantor Pajak Pratama
::

Tanjung Priok harus memperhatikan prinsip efektivitas yang berarti bahwa hasil
1

pencaliéian dari kegiatan penerbitan tersebut harus sesuai dengan target yang telah

i sl

eduey |

3

@ x

]

gdltetap%an. Hal ini penting karena dengan adanya penerbitan surat himbauan atau SP2DK
%yang éfektif akan memberikan kontribusi yang besar dalam pencapaian penerimaan pajak
o .

“yang optimal.

3

A

é "-i Penelitian mengenai Analisis Surat Himbauan Atau Surat Permintaan Penjelasan
ngt ;D ata Atau Keterangan (SP2DK) Terhadap Penerimaan Pajak telah dilakukan

:J@q&mg

ebergpa penelitian, diantaranya Penelitian yang dilakukan oleh Fergie Veronica Parmono
(20163 terkait judul “Analisis Surat Himbauan Atau Surat Permintaan Penjelasan Atas
Data Ztau Keterangan (SP2DK) Terhadap Penerimaan Pajak pada KPP Pratama Manado”,
menugjukkan hasil bahwa tingkat efektivitas dari surat himbauan atau SP2DK mengalami
fluktuasi dimana pada tahun 2013 tergolong tidak efektif dengan persentase 40,30%, tahun

2014 Gergolong kurang efektif dengan persentase 72,74% dan tahun 2015 tergolong tidak

310 Ul
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efektif dengan persentase 25,65%. Secara keseluruhan kontribusi terhadap penerimaan

Paj ak@un 2013-2015 pada KPP Pratama Manado masih tergolong sangat kurang.

din yeH

Mengacu pada penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, terdapat

an

yyw buedeyq '|

(¢}
=1
URLU 23

: waktu dan tempat dimana penelitian tersebut dilakukan. Penelitian ini adalah

elittan replikasi yang membedakan waktu dan tempat dari penelitian orang lain, maka

&g efiio v

o
A oxygal

mengambil judul “ANALISIS EFEKTIVITAS SURAT HIMBAUAN ATAU

neje ue_lgeqag_g!mﬁ

ngunp

q;slg 1rgisu

PENJELASAN ATAS DATA DAN/ATAU KETERANGAN (SP2DK)

RH: DAP PENERIMAAN PAJAK PADA KPP TANJUNG PRIOK DI MASA

N-bt®Epu

Epm

MI COVID - 19”.

1.S11N} e/Urg_é qmrﬂ]es
bue

. Ide t1ﬁkas1 Masalah

M) 11 EUIoJuL

%bu edue1!

erdasarkan latar belakang masalah sebagaimana telah diuraikan diatas, dapat dirumuskan

)|

asalah penelitian sebagai berikut:
o)

é

1. Apakah surat himbauan atau Surat Permintaan Penjelasan Atas Data dan/atau

aKeterangan (SP2DK) pada Kantor Pajak Pratama Tanjung Priok sudah efektif
-

Euntuk pengawasan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban pajaknya?
-

us

:Jaquins ueyingaAuaw uep uemunéueau

2.‘7’-Apakah penerbitan Surat Himbauan atau Surat Permintaan Penjelasan Atas Data
gdan/atau Keterangan (SP2DK) memberikan kontribusi terhadap penerimaan pajak

Ehpada tahun 2021 di Kantor Pajak Pratama Tanjung Priok?

9

3

3.2_’P.Hambatan-hambatan apa saja yang ditemukan dalam penerbitan Surat Himbauan
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C. Batasan Masalah

®

- T
Q

~Berdagarkan identifikasi masalah diatas, penulis merumuskan batasan masalah sebagai

s 7

“berikut :

: > =

é = ~

=2 m

?,D Z1. i:Apakah surat himbauan atau Surat Permintaan Penjelasan Atas Data dan/atau

9 A

QL

= 2 SKeterangan (SP2DK) pada Kantor Pajak Pratama Tanjung Priok sudah efektif

> c 7

o a =

Q - guntuk pengawasan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban pajaknya?

)] S_ o]

£2 @

c? &

= 2 2. SHambatan-hambatan apa saja yang ditemukan dalam penerbitan Surat Himbauan

=5 o 3

52 5

= g'atau Surat Permintaan Penjelasan Atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK)?

& 3

3. g,

3 = o

=D. Bat}:san Penelitian

Q

3 =

o o} ; . . . lE ., ol

~Berdasarkan batasan masalah dan identifikasi masalah yang ada, maka kriteria-kriteria

ue

ang digunakan untuk merealisasikan penelitian ini antara lain:
D
Dari sisi data objek, penulis menggunakan data penerimaan SP2DK yang telah

Edikeluarkan oleh Kantor Pajak Pratama Tanjung Priok. Dari sisi waktu, penulis
7]
gmenggunakan data tahun 2021. Penulis dalam hal ini tidak meneliti pada tahun

=
-
2022 dikarenakan pada periode tersebut pembukuan sedang diproses.

:Jaquins ueyingaAuaw uep uexyniue

(7]
E. Rumusan Masalah
o)

Berdasarkan uraian diatas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah ‘Apakah

=)

surat Embauan atau Surat Permintaan Penjelasan Atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK)
]

pada Kantor Pajak Pratama Tanjung Priok sudah efektif untuk pengawasan wajib pajak
x
]

dalamgmelaksanakan kewajiban pajaknya dan memberikan kontribusi terhadap penerimaan

pajakzpada tahun 2021 di Kantor Pajak Pratama Tanjung Priok?
o
7] 7
=

2]
®
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F. Tujuan Penelitian
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&3

Berda@kan batasan masalah diatas, peneliti menentukan tujuan penelitian sebagai berikut

N - T
Q
Yo o0 ~
b vp T Q.
38238 g o . . . .
2 “E E% 2 1. §Untuk mengetahui dan menganalisis apakah surat himbauan atau Surat Permintaan
I3 =0 =3 3
D0 QT g5 T =. . .
23 252 2 ZPenjelasan Atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK) pada Kantor Pajak Pratama
c=37¢c o —
383555 2 . . . .
3 5‘ 03w B ;Tanjung Priok sudah efektif untuk pengawasan wajib pajak dalam melaksanakan
=2 %c s 0
e 2259 = @
§ §2 % § a ?(ewajiban pajaknya?
235302 =
— = -+
5 % - E = 52. SUntuk mengetahui hambatan-hambatan yang ditemukan dalam penerbitan Surat
285588 §
o 3; © 5 @ >Himbauan atau Surat Permintaan Penjelasan Atas Data dan/atau Keterangan
S3@3o 5 C 4
558372 &
*Z 523 o 3(SP2DK).
©w3$ 352353 5
c2 327 8
QQF & 3
2 S I 3
2 % 2 2G. Manfaat penelitian
52 =9 )
2 x 278 = . : . . S
co 2 sBerdasarkan tujuan diatas, maka peneliti menentukan manfaat penelitian sebagai berikut :
5 B0 =
< >
; ~ %1. Baggpembaca
= [
wn V O
4 —
= = 5
. 3 ) .- . .. e . .
) o JHasil_penelitian ini diharapkan dapat membantu peneliti selanjutnya untuk lebih
o =0
5 33 @B . . .
= g ginemzﬁaml bagaimana SP2DK serta dampaknya terhadap penerimaan pajak, khususnya di
= =
= "a &
= 5 Kanwil DJP Jakarta Utara.
Q Q
3 25 =2
© 0 o n
5 23 =
o
=)

2. BaaKantor Direktorat Jenderal Pajak
)

Hasil%enelitian ini juga diharapkan dapat memberikan masukan dan bahan pertimbangan
1
kepa% Kantor Direktorat Jenderal Pajak mengenai efektivitas surat himbauan atau SP2DK

-
dalanﬁenerimaan pajak.

319 uen| JIM)



enelitfan ini diharapkan dapat menambah pengetahuan secara teoritis, data tambahan,
awa§an, pemahaman dan masukan bagi studi mengenai efektivitas surat himbauan atau
DI% selanjutnya. Selain itu juga diharapkan dapat menjadi dasar bagi penelitian
ini diharapkan dapat membuat wajib pajak akan sadar apa itu SP2DK dan bisa

. o
<
=
o
O
. =
.z =
=
.8, 5
2 .
g = ]
Z = &
s 2 2 S
2 5 % &
£ £ = 2
S S = 2
g it = v,
L > s g =
m.. @ kciga ik _mmﬁa (In W.Eﬂ snis mms Informatika Kwik Kian Gie) H ieni i i H
S Z TR Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie
[P]
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